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I'1il{'l AtJ t AN KAI,AM t)AN p()t,l'l tK
(lleberapa Catatan Kritis atas Aswzrja)

Pendahuluan

ari klasifikasi dan hirarki ilmu-ilmu keislaman yang

dikemukakan oleh para pemikir Islam, semisal al-FdrAbi dalanr

Ifushd' al-'Urtm dan Ibn Khlad0n dalam al-Muqaddimah,

tampak bahwa secara hirarkis, ilmu-ilmu keislaman normatil'
(naqliyyah) diunggulkan daripada ilmu-ilmu keislaman

'sional ('aqli1yaft). Hal ini tidak hanya menudukkan bahwa nalar

lam mengikatkan diri lebih kuat pada teks dibanding rasio, tapi ilmu-
mu keislaman normatif bisa mempengaruhi atau menjadi titik-tolak
kap terhadap ilmu-ilmu keislaman rasional. Dalam hal ini, suatu hal

rng digarisbawahi adalah bahwa jika ilmu-ilmu naqliyyah menjadi

rperior, teologi berada pada puncak hirarki tertinggi ilmu-ilmu

ry\i1,1-ah tersebut di atas fiqh dan tasawu f . Sebagai konsekuensi
,gisnya, rnerunut pola pikir umat Islam pada tingkat titll^ 1i6n1 uLu,t

renernukan akar fundamentalnya, karena pola pikir iiqh bertolak dari

;umsi teologi, seperti Jiqh u.s-si1,usah yang berkernbang sejak al-

lAwardi, sebagaimana akan disinggung, dari debat teologis tentang

ndmah. Begitu j.,gu, ditemukannya sejumlah anomali
renyimpangan) dalam nalar politis unat Islam sekarang tidak hanya

:rlu dibongkar dari akar sejarah masa lalu, tapi juga meniscayakan

:itik terhadap nalar politis yang bertolak dari asumsi-asumsi teologis.

ritik atas nalar politik Ahl as-Sunnah wa al-JamA'ah (Aswaja)

Lenjadi signifikan karena teologi ini menjadi ideologi mayoritas umat

lam umumnya dan Indonesia khususnya, dan selana beberapa waktu

rnanya hingga sekarang menjadi trelenggu ke arah kesadaran politis

mg "sehat'' dengan nilai-nilai permanen, seperti keadilan (al-qisth)

rng ditekankan al-Qur'an sebagai fundamennya.

It. l)ari Kritik l cks llingga I'cnlbakuan Sc'.iarah

Polarisasi kaum muslimin kepada sekte-sekte teologi selama

rrrr bcrtolak dari teks hadits yang tidak diriwayatkan oleh al-Bukhdri

,l.,rr Muslim, melainkan oleh Abih Ddwfid, at-Tirmidzi, al-I{6kim, dan

ll,rr IlibbAn yang menyatakan bahwa kaum muslimin akan terpecah

,,r, rrjadi 73 golongan dan golongan yang selamat adalah yang

rrrcrrtrkuti jejak-langkah Rasulullah dan sahabat-sah abatnya (mit and

,rlr^)h wa ashfudbi).t Hadits semisai ini yang oleh Fazlur Rahman

'lllrn Islamic Methodology in History disebut sebagai hadits prediktif

,l,rrr nrenjadi bagian dari "ladits at-fitan" (hadits tentang perang sipil)

t'.nlang gej olak politik dan konflik teologis dan dogmatis,2 mendasari

l,rrrya-karya tentang heresiografi dalam Islam, semisal Kitdb al-Milal

^ 
, t an-\,{ihal oleh asy-Syahrastani (w. 548 H). Sebagai karya

lrcrcsiografi (heresy: penyimpangan atau bid'ah), sama halnya dengan

,tl ltartq Bayn al-Firaq oleh al-BaghdAdi (w- 429 Hl1037 M), al-Milal
l,r'r'lujuan untuk menjelaskan aliran-aliran atau sekte-sekle dalam Islam

r;rrrg dianggap menyimpang dari doktrin Ahl as-Sunnah wa al-

t.rrri'ahl (Aswaja) yang. karena proses "pembakuan sejarah", diklaim

t, rrrrrclian sebagai niewakili pemyataan Rasulullah "md and 'aloyh wa

,,,;ltlnibi". Dengan ungkapan lain, sebagaimana digelisahkan oleh

rHosein Muhammad."Memahami Sejarah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang

l,rlcran <lan Anti Ekstrem", Imam Baehaqi (ed.), Kontroversi Aswaja: Aula
t" td(betqn .lan Reinterpretdsi (Yogyakarta: ,KiE 1999), h. 34; A. Hanafi,

t', ugantar Theology Islam (Jakarla. Penerbit Pustaka Al-Husna, 1980), h. 59'

2Fazlur Rahman, Islamic Methodolog,t in llistory (New Delhi: Adam
I rrblishers & Distributors, 1994), h. 54.

jMenurut 
asy-Sydthibi dalam al-l'tishAm, sebagaimana dikutip al-L6lak6'i,

|.tr.r "jamd'ah" di kalangan ulama didefinisikan dengan: (1) mayoritas kaum

'rrrrslirnin, (2) ulama terkemuka dalam komunitas, (3) para sahabat Rasulullah, (4)

,,rua umat Islam ketika mereka menycpakati masalah tertentu, dan (5) semua umat

Llilln yang mengikuti pemikiran tokoh tertentu. Lihat Binyamin Abrahamov, 1slamic

tln ogy: Traditionalism and Rationalisz (Edinburgh: Edinburgh University Press,

tr,()ll), h. 5.
'
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William Montgomery Watt dengan mengutip Flenri
penulis muslim hanya melihat doktrin-doktrin
'tlasifikasi normatif terhadap sekte-sekte

teologis

itu
memperhitungkan jauh-dekatnya jarak mereka dengan Sunnisme".a

Dengan menyoroti kondisi literaturliteratur kaldm

berkembang dan melihat teks hadits yang menjadi dasar rujukan,

perlu menyadari bahwa sebenamya telah terjadi
pemahaman terhadap teks dan validitasnya serta telah

pembakuan ajaran oleh politik dalam sejarah. Kenyataan berikut

bisa memperjelas hal di atas. Pertama, terdapat kontradiksi

sangat menyolok dalam redaksi antara kulluhum/kulluhd fi al-ndr
w1fuidah (semuanya di neraka, kecuali satu golongan)

kulluhum/kulluhd f al-jannah illd wdfudah (semuanya di
kecuali satu golongan).s Dalam riwayat lain, tambahan tersebut

tidak ditemukan. Hadits-hadits ini oleh Fazlur Rahman disebut

"hadits-anti-hadits".6 Sangat sulit bagi kita
mengkategorikannya sebagai mukhtalif al-hadits dalam

bahwa kontradiksi yang terjadi hanya pada permukaan,

kontradiksi bersifat diametral dan berseberangan. Dengan bertolak

4william Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic
(England dan USA: Oneworld Publications, 1998), h. 5. Menurut Watt, studi
aliran-aliran teologi dalam Islam bertolak dari klasifikasi normative sehingga
hanya dilihat sebagai representasi wahyr dan tidak akan mengalamt

dengan mengabaikan "sejarah sekte-sekte". Akibatnya, penulis muslim tidak
aspek yang tidak relevan lagi dari doktrin dan-karenanya tidak bisa memberikan
kontribusi yang positif bagi pembangunan.

sA. Hanafi, Pengantar,h. 58-59.

6Fazlur Rahman, Islamic Methodologt, h. 36 dst. Rahman semula bertolal
dari pernyataan Abir Ytsuf tentang bahaya "penggandaan hadits" (lnultiplication
hadith), yaitu hadits-hadits yang pada masa Abo Y0suf ditemukan telah

diproyeksikan ke belakang, semisal hadits t€ntang 
^bahya 

yang dimunculkan oleh

kaldm, yang pada suatu saat dikatakan berasal dari 'A'isyah dan pada saat yang lain

dikatakan berasal dari Ibn Mas'0d ra.
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Laoust, penuli Itrrrtrit.ul criticism (kritik sejarah) dengan penanganan pcnuh (/irl/

I t t s t t r i c a I I r e ct I ment),1 Rahman menyatakan bahwa hadits-hadits yang

lrcrsifat anti-hadits secara historis merupakan akibat dari fenomena

lrlrrlitsifusendiri,yaitufenomenayangmenjadiSyaratlogisbagi
rrrrurculnya hadits-hadits tersebut' Oleh karena itu' adalah menjadi

1,,,'.". hadits jika pada suatu fase sejarah muncul suatu antihadits

,,,,,'g pudu fu*" luir. disusul dengan pro-hadits' Hadrts-hadits tersebut'

,,,.,,*rutnya, dicari-cari kemudian dipertentangkan'o Haditt-hadits

l,rt tliktif tidak secara otomatis, menurutnya, harus ditolak' tapi yang

r,,.rryangkut prediksi spesifik'e Namun, prinsip umum yang

,t,k",r,ukakarrnyu tentang hadits prediktif itu adalah: that a Hadith

,rlrit h involves a prediction, directly or indirectly' cannot' on strict

Itt,;trtrical grouns, be accepted as genuinely emandting from the

l'r,,1thet a-nd must be referred to the relevant period of later

l,t:i,,ry"(bahwa suatu hadits yang memuat suatu prediksi' secara

|,,,'g.ung atau tidak, atas dasar analisis sejarah yang ketat' tidak dapat

,lrtcrima- sebagai hadits shahih yang berasal dari Rasul dan harus

,lrrrrirrk ke periode sesuai dan sejarah belakangan) 
10

Ketlua, tntuk menindaklanjuti bagian terakhir dari prinsip

urrrrrrn Rahman dalam kutipan di atas bahwa hadits prediktif harus

,lrrrriuk ke periode yang sesuai dari sejarah belakangan' kita perlu

rrrclctakkan hadits sekte tersebut, terutama tentang penguatan paham

'irrrrrti, dalam konteks sejarahnya' Sebagaimana diketahui'

!,licrnilangan aliran Mu'tazilah mencapai titik kulminasinya pa a

'Ibid..h. vi.

"Ibid.,h.36-37 .

" Ibid.,h.4641.

tulbir|.,h.46. Prinsip ini, menurut Rahman, sebenarnya telah diterima oleh

, t,.,1iuu bcsar rzala dditsfrn;ada masa awal, namun tidak pemah diterapkan dengan

lr\l,,r isitas yang penuh dan ketat
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masa Dinasti Abbasiyah di bawah pemerintahan al-Ma'
Liberalitas pemikiran Mu'tazilah yang berafiliasi kokoh
kekuasaan, akhimya, menjadikannya anarkhis dengan me
mifunah (inqtisisi). Keadaan segera berubah setelah pemerintahan
Mutawakkil 'Alalldh. Karena menyadari kejenuhan rakyat
penraksaan paham Mu'tazilah, ia menghaptskan milnah
Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara. Sejak itu, al
diberi gelar ndshir as-sunnafi (pembela sunnah). Dalam
seperti itulah, hadits sekte (sataftariqu ummati...) tersebut muncul
Ab0 al-Hasan al-Asy'ari, murid Abt Hdsyim dan Abt.
menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan membenfuk aliran
tersendiri.lr Jika pun diasumsikan salah satu dari dua versi
tersebut sebagai hadits shahih dan tersimpan dalam koleksi para
karena situasi politik yang tidak kondusif, maka pemunculannya
al-Mutawaktil berkuasa dan ketika al-Asy'ari mendirikan ali
sendiri jelas hanya untuk legitimasi. Fakta inilah yang secara
menghubungkannya dengan "pengerdilan,' Ahl as-sunnah wa
Jamd'ah menjadi Asy'ariyyah di tangan Ab0 al-Muzhaffar al-
(w. 478 H) d,alam ot-Tabshfr fi ad-Din dan dilanjutkan oleh .

ad-Din al-iji (l2gl-1355 M). pengidentikan ,,ma antj ,alayh

ashbibi" dengan Ahl as-Sunnah wa al-Jam6'ah sebagai Asy'ari
juga dilakukan oleh al-BaghdAdi dan asy-Syahrastdni. Al-GhazAli (
I 1 1 1 M) sebelumnya telah memperingatkan sikap berlebihan
karena berimplikasi pada pengkafiran 1talr7r1-12 Ibn Hazm dalam
Fasftl justeru menganggap hadits tersebut dla'if (lemah).\3

"Said Aqeil Siradj, "Larar Kultural dan politik Kelahiran Aswaja,',
Baehaqi (ed.), Kontroyersi,h- 26-27;W. M. Watt,Islamic Theologt and philo
An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh University press, 1992), h. 4g-52,

t2 A. Hanafi, Pengantar, h. 126 dar 132.

rlHusein Muhammad, "Memahami...", h, 34.
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Karcna kornplcksitas kcshahihan hadits yang dijatlikan dasar

rulrrkan, interpretasi, dan faktor politis yang kental yang

lrt'lingkupinya, Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, menurut Said Aqeil

'irrrrtlf , tidak lebih dari sebuah manhaj al-fikr (metode berpikir) yang

rllilriskan oleh para sahabat dan tdbi'trn yang memiliki intelektualitas

trrrggi tlan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu.ta

'icrllngkan, pemyataan Ahl as-sunnah wa a1-Jame'ah sebagai aliran

rr"rrrri negara pada masa al-Mutawakkil hanya move poltlik ibtikAr

rtyrt.tiwah (dominasi politik). Oleh karena itu, Ahl as-Sunnah wa al-

lrrrrri'ah sebagai aliran, menurutnya, tidak ada, karena teori-teori yang

rhlicrnbangkan Abir al-Hasan al-Asy'ari sebenamya adalah respon atas

[r'lrirrgungan umat Islam ketika itu, seperti teori ta'alluq :ur'lttk

rru rctlam kebingungan pemikiran umat menyikapi pemikiran para

lill;rrl'dan Mu'tazilah tentang etemalitas alam. 15

Adalah benar jika dikatakan bahwa hadits tersebut-jika
rlrrsrrmsikan shahih-lebih menunjuk sebagai manhaj al-fikr. Akan

tlrrrpi, meski perpecahan (schism) dalam Islam sejak semula berkaitan

,l, r1gan isu-isu praktis, terutama politis, dan lebih disebabkan oleh

',,tttmttnitlt solidariy" dalam istilah Fazlur Rahman.'o Namut,

prrrrsip yang dikembangkan Ahl as-Sunnah wa al-JamA'ah, semisal

rrrotlerasi" dan semangat keteguhan, dari abad ke-3 H/9 M yang

rrrbstansinya adalah ortodoksi merupakan prinsip teoritis dan

,l,,klrinal.17 Oleh karena itu, berbeda dengan kesimpulan Said Aqeil

rlsaid Aqeil Siradj, "Latar Kultural...", h. 4; Mastuki HS (ed.), Kiai
\,l, nt:gugat: Mengadili Pemikiran Kang Said (Jakarta: Pustaka Cinganjur, 1999), h.

r5 
Said Aqeil Siradj, "Latar Kultuml...",h.28-29.

l6Fazlur Rahman, Islom, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit
I rr,t.rka. 1997), h. 234.

t'Ibid.,h.246; Islamic Methodologt, h. 58-59. Rahman mengatakan, "But
rlr, rrlca ofthe "middle-path-majority", although certainly in its earliest phase bom of
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Siradj, saya kira bahwa Ahl as-Sunnah wa al-Jarni'ah tidak
direduksi menjadi sekad,ar move politik, tapi suatu aliran teologi
merumuskan doktrin secara sistematis, termasuk problem Islam
politik.

Pemerian di atas telah menunjukkan bahwa teks yang dij
justifikasi bisa dikritik dan bagaimana faktor
mengkondisikannya. Dalam kerangka kritik teks juga, kalangan S

mengritik teori politik Sunni, tidak hanya didasarkan atas apa
disebut di kalangan mereka sebagai "peristiwa Ghadirhum,', tapi
karena te{adinya inkonsistensi dan kontradiksi hadits-hadits
justeru berasal dari sumber yang sama (.A'isyah ra.)
pewasiatan 'Ali sebagai khalifah antara periwayatan Ibn
dengan Shaftif; al-BukhAri (Kitdb al-IVashAye dan Shafti!
(Ki t db a I -Was hiyy ah).1 

I

C. Ijnd' Sebagai Justifikasi Politik

Selain teks, yzzi' (konsensus) merupakan dasar bagi
politik Ahl as-Sunnah wa al-Jamd'ah. Meski ijmd' }uga
bagian dari argumen teologis kalangan heterodoks,le

political necessity, was bound to be applied in a theological-legal- sense also a!
political factions tended to creat for themselves a theological-moral-legal
(Akan tetapi, meskipun secara pasti pada awal kemunculannya dipicu oleh
politik, ide tentang mayoritas jalan tengah tepat untuk digunakan tidak hanya
pengertian teologis dan legal, melainkan juga sebagai aliran politik yang
menciptakan bagi mereka sendiri basis ajaran teologis, moral, dan legal).

Mrr'tazilah, seperti dalarn kajian Albert I Iourani dalarn Is/alrir'

llrrtirtnalism terhadap 'Abd al-Jabbir,20 ttamtln penguatan status tm'}'
rlbirgni 3.*-"n memperoleh aksentuasi yang kuat di kalangan Ahl

{c Sunnah wa al-Jama'ah. Hal itu karena jika sunnah memegang

plrlnan sentral di kalangan Ahl as-sunnah wa al-Jam6'ah-meski

ll,rrrl kalangan heterodoks sebagai mengabaikan sunnah bisa

rlrlr;urtah-maka sunnah sendiri, dalam kajian historis Rahman,

rrr, rrjudi satu kesatuan secara literal dan memang identik secara

l,rLtrral.2r ljm6' dalam proses sejarah kemudian menjadi bagian dari

1rr';lilikasi yang kuat bagi kalangan ortodoks sebagai'Jalan tengah-',22

rllrrrrgga ijmd' dlberi status argumen yang sangat otoritatif- Al-GhazAli

lw I 111 M), misalnya, dalam al-Mustashfd min 'Ilm al-Ushtrl

nrcrganggap ijm6' sebagai "fondasi agama yang paling kokoh"

t8lihat Jalaluddin Rakhmat, .,pemahaman Hadis: perspektif Historis",
Hikmah, No. 17, vol. MI/1996, h.2l-31, atau dalam yunahar Ilyas (r

rrr,'rcntang" paham kalangan agamawan yang mapan- Heterodoks digunakan untuk

un,,y"but iliran keagamaan seliin Sunni yang ortodoks (dan orthos= lwus, benar'

,1u,, ,/rto: ajaran aiau keyakinan). Lihat Caesar E Farah, Islam: Beliefs and

t r/,',', r,arces iWootlbury: Baron's Educational Serie s, 1970), h l74-195- Menurut

It'rrr:rrd Lewis, "heteroxy is a quite specially Christian notion" Namun, mcnurut

rirIwart. istilah ortodoksi-heterodoksi atau ortodoksi-ortopraksi masih relevan dalam

l,rlt, ks Islam, karena adanya kesamaan dengan Kristen Lihat Devin J' Stewart'

Itl,rnic Legal Ortodoxy: Twelver Shiites Responses to the Sunni Legal System (Salt

I nLr City: The University of Utah Press, 1998), h. 4548'

'uweshil ibn 'Ath6' dengan jelas menyebut ijmd' sebagai bagian dari

rprrrrrcn keagamaan Mu'tazilah. Namun, berbeda dengan Sunni, ijmd,'. di kalangan

r-t,, r',zilah dinggap tidak ma'shim (terhindar dari kesalahan) Lihat Albert Hourani'

l.t,,tttit Rationalism: the Ethics of 'Abd al-Jabbir (Londotl Oxford University Press'

l'rll), h. 138-139; M. Abdel Haleem, "Early Kalam", Seyyed Hossein Nasr dan

,,1,u.',1 Leaman (eds.), History oJ' Islamic Philosophy (London dan New York:

lr,rrllcdge, 1996i, vol. I, h. 81. Bandingkan dengan M' Tolhah l{asan, "Altlus

',,rrrrnh 
- 

Waljma'ah: Pengertian dan Aktualisasinya"' Imam Baehaqi (ed')'

l,'ntntversi, h.81 .

2rFazlur Rahman, /slamic Methodologt,h. 18'

Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis (Yogyakarta: Lembaga pengkajian
Pengamalan Islam (LPPD UMY, 1996), h. l4l-154.

reHeterodoks biasanya didefinisikan sebagai ajaran atau keyakinan
dianggap berbeda atau menyimpang dari yang benar, atau pandangan

lll

,,]]

"Ibid.,h.53.
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(u'zhun ushil ad-din).)t tsahkan di kalangan u.thr)liyyfin dari
logika dan epistemologi, tjmd,adalah hujjah (dalil keagamaan)
tidak bisa dinaskh (dihapus).2a

Nalar politik Ahl as-Sunnah wa al_Jamd,ah dikembangkan
ijmd' sebagai justifrkasi. Ketika mengritik Mu,tazilah ten
kewajiban imdmah, dikatakan bahwa karena nalar tidak
mengetahui nilai moralitas (baik_buruk) sebelum datangnya
rujukan satu-satunya adalah agama dalam kategori halal_haram.
dasar ini, dibangun pendapat bahwa kewajib an imdmah

tentang perlunya menunjuk seorang pengganti Rasulullah. Meski
ditetapkan sebagai argumen keagamaan setelah dirumuskan oleh

dan bagaimana kemungkinan te4'adinya, yang jelas adalal bahwa
as-Sunaah wa al-Jamd'ah menyatakan kewajiban imdmah atas

berdasarkan informasi agama, bukan nalar. Argumen
dikemukakan adalah ijmd' (konsensus), yaitt ijmri, paia

fakta bahwa mereka tidak menemukan argumen yang men
pandangan mereka dalam al-eur'an dan sunnah. Dengan un

asy-SyAf i sekitar satu setengah abad setelah wafatnya Rasulullah
terlepas dari perselisihan para mujtahid tentang otoritas ijnd,, ka

lain, argumen mereka hanya pengalaman historis umar Islam.2s

Pengalaman historis umat tentang imdmah
bervariasi serta bisa dipilih secara subyektif, atau
oleh tokoh-tokoh aliran untuk mendukung paradigma yang
Menurut Muhammad Abid at-labiri, fungsionalisasi p

23Mulammad ,Abid al-labiri, Bun-yat al_,Aql al-.Arabi:
T1llilwah Naqdtlyah li Nuzhum al-Ma,rifah Ji-a*rr"q,q"t oi_ae))i,iyon
al-Markaz ats-Tsaqafi al-.Arabi, lgg3), h. i27.

'nlbid.,h. tz8.

25Mulammad .AUla at_faUiri, ad-Din wa ad_Dawlah wa Tathbiq
Syari'ah, te1. ll.lujiburrahman, (yogyakarta: Fajar pustaka B u*, iOOtl, n. ZSaA.
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lrr..tolis yang dilakukan oleh mutukallim n darlanl ht imtimuh sccar.t

rrrr rr rrr r tlikelompokkan kepada tiga:

Pertama, fungsionalisasi untuk menjustifikasi berbagai

;r, rrstiwa dan pilihan masa lalu, khususnya yang terjadi pada periode

{r'tirrlh yang otoritatif, yaitu periode khulafaurrasyidun. Sebagian dari
,rirrg-orang Syi'ah dan Khawanj meragukan keabsahan

1u rrgangkatan" khulafaurrasyidun yang kemudian menjadi titiktolak
rr rrrrrculnya isu kelebihutamaan (al-afdhallt"va&). Sebagian mereka

l,, r grcndapat bahwa 'Ali ibn Abi Thdlib lebih utama daripada Abir
lt,rkr', 'Umar, dan 'Utsmdn, meski dalam kenyataannya mereka

,|,rrrgkat menjadi khaiifah sebelum 'Ali. Pengangkatan seperti itu
rlstbfi" towliyah li al-mafdhfrl 'al6 al-afdhal (pengangkatan orang
ylrrg kurang utama dengan mengabaikan orang lebih utama). Prinsip
tlr dipegang oleh Imam Syi'ah Zayd ibn 'Ali, pemimpin Syi'ah

/nydiyyah, Syi'ah yang moderat. Namun, prinsip tersebut ditolak oleh

h lornpok Syi'ah yang lebih besar, yaitu Syi'ah lmamiyyah. Karena

gr, rrolakan itu, mereka disebut sebagai al-Rdfidhah (yang menolak).

I tlrrg,an justifikasi pengalaman historis, pandangan-pandangan Ahl as-

'iurn h, menurut al-Jibiri, sebenamya bertujuan untuk membantah

l.rrrguan semacam ihr dan sebagai upaya pembelaan dari serangan

'.vr'ah. Jadi, teori politik mereka menjadi justifikasi bagi apa yang

l, l;rh te{adi, bukan untuk menjelaskan apa yang seharusnya te{adi di
rrrirsa depan.26

Kedua, fungsionalisasi pengalaman historis unh:k
rrrcrr justifikasi dan menjamin keabsahan realitas politik sekarang

'l( 
ngan cara menjadikan peristiwa masa lalu sebagai dasar untuk

,lr;rrralogikan dengan masa sekarang. Contoh (1): inisiatif 'Umar untuk
rrrr'rnbaiat Abi:l Bakr dalam pertemuan Saqifah Bani Sa'idah yang

,h;rrtlikan sebagai dasar bagi pembolehan diangkatnya seorang imam

I

sangat kaya

di

'6lbid.,h. zi .

114



bcrdasarkan baiat oleh satu orang dalam rangka mcnjusti
ketiadaan musyawarah di masa mereka dan di mas-masa sebel
Contoh (2): penjelasan Abt Bakr yang menjadi kata akhir sikap
dalam pertemuan Saqifah Bani Sa'idah tersebut, yaitu bahwa..
orang Arab tidak akan tunduk kecuali kepada suku eurasiy",
dijadikan justifikasi bagi keabsahan pemberian kekuasaan k
kelompok yang kuat dan dominan untuk memerinrah setelah
khulfaurrasyidun dengan alasan bahwa orimg-orang tidak akan
hnduk kecuali kepada yang terkuat. Pengalaman historis
sahabat) tersebut dijadikan justifikasi teori "kekuatan dan
dengan mengabaikan musyawarah, bahkan dijadrkan prinsip: ..si

yang paling kuat, maka dia wajib ditaal-,27

Teori-teori politik yang diksmlangkan oleh AhI as-Sunnalr
al-Jami'ah lebih banyak dikembangkan dari 'halar" justifikasi
itu. Al-Mdwardi (364 lll975 M450 H/1OS9 M), teoritikus
aliran ini, dalarn al-Aftkdm as-sulthdnl.yah, menjelaskan bahwa
seleksi imam (yang dimaksud: khalifa\ raja, sultan, atau
negara) diperlukan dua hal: (1) ahl al-ikhtiydr, yaitu mereka
berwenang untuk memilih imam, dan (2) ahl al-im6mah, yaitt
yang berhak mengisi jabatan imam. Ada dua cara pengangkatan i
(1) dengan cara pemilihan oleh ahl al-'aqd wa al-fuatl (literal
yang berwenang untuk "mengikat" datr 'lnenguraikan') yang di
dengan ahl al-ikhtiydr di atas, dan (2) penunjukan atau wasiat
imam sebelumnya. Mengapa pengangkatan imam dapat dianggap
dengan penunjukkan atau wasiat imam sebelumnya?
menjustifikasi hal itu, al-Mdwardi merujuk kepada
historis ketika Abt Bakr menunjuk 'Umar sebagai
Dalam konteks di mana pengangkatan imam harus dilakukan
pemilihan, al-Mdwardi menyebutkan perselisihan ulama
jumlah minimal peserta (seluruh rakyat, lim4 atau tiga orang). N

"Ibid.,b.2E.

ll5

,rl Miiwartli mcngcsallkitn pcntlapat tcrakhir tcntang pcngangkal'att

'l, h satu orang dcngan memjuk kepada pcngangkatan 'Ali olch

I'r l;rrnya, 'AbbAs. Baiat 'Abbds kepada 'Ali dengan mengatakan,

''I llrrrkan tanganmu! Aku hendak berbaiat kepadamu" yang diikuti

!, rrrrrtlian oleh peserta menjadi dasar pengesahannya'28 Al-Mawardi

u, rrrliri hidup sebagai hakim bermadzhab Syali'i pada masa

lu rrrcrintahan al-Qddir di masa Dinasti Abbasilyah,2e dnasti yang

rlrlrrrrrgun cli atas solidaritas kelompok ('ashabiyyah) Ali sebagai

t,u.rrtn tl'6trenya. Pada era Abbasiyyah pula' imdmah disakralkan'3o

Tirani dinasti-dinasti dalam Islam yang sebenamya dibangun

,l, ngan politik "kekuatan dan dominasi" dan pewarisan tahta secara

lrcrcditer, tentu saja, tidak bisa secara totalitas ditimpakan atas

lrsllahan teori politik Ahl as-Sunnah wa al-Jami'ah' Namun,

Iurbungan logis dalam sebab-akibat (kausalitas) sejarah bisa ditarik

,rrrlirra politik "dominasi dan kekuatan" dalam sejarah Islam dengan

lrrsti{ikasi dominasi dan kekuatan suku Quaisy bagi calon imam

rrwrrnai literaturliteratur Ahl as-sunnah wa al-Jama'ah, semisal al-

zsMunawir Sjadzali, Islam dan T.ttanegar.t: Aidrun Scjarah dan Pemikiran

rl,rkarta: UI-Press, 1993), h. 63-64.

'"Ibid-,h.58.

tolmamah pada era Abbasiyyah dianggap sebagai pendelegasian otoritas

ll,rlri. Hingga pada iingkat sakralisasi ini, ditolaklah pendapat al-Baqillani dan al-

lr,rghdadiiiua teoritikus penting aliran ini-mengenai ummah sebagai sumber

!l,rrnr kekuasaan imam, dan pendapat al-Juwayni yang menunjuk all al-lpll wa al-

,r,7ri sebagai sumber klaim yang sama. Al-GhazAli juga menganggap kekuasaan

tlrrrlifah sebagai muqaddas (sakral). Bahkan, Ibn Taymiyryah menganggap sulthan

., lugai bayang-bayang Tuban dir bumi (as-sulthdn zhill All6h). W Montgomery

lvrrtimcncatat bahwa fergeseran makna khalifah pada kata al-khulafi' ar-rdsyidftn

., lr;rgai pelanjut Nabi hingga penggunaan "sulthdn" sebagai pemegang mandat

r,rtrrrrr te{adi sejak al-Mansh0r' Lihat Yamani, Antara al-Farqbi dan Khomeini:

t tl.wrfat Politik 1slaz (Bandung: Mizan, 2002). h. 99; Fazlur Rahman, Islamic

lttrhodologt,h. g3; al-Ji'b]rri, ad-Dtn h.83;Mrurawir Sj adzali' Islam'h 108'

ll6
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(ilrazali dan al-Mawartiirr v:rrrr, ,1rir,.r,ri1,,., .r..,....... ...- 1
euu s" u ugai r;;; ;;; .,ijJ',l ill' il;:' J;*",-;: :'iljill',fi ISa'idah, kemudian dikokohkan dengan hadits bahwa ,.para 

inr1!
(haruslah) berasal dari suku euraisy,' yang dipahami ,""u.u ,"krru,,F
Ibn Khaldtn (732 III1332M_808 ltl406 M) dalam MuqatfulimrS
meski merasionalisasikannya dengan teori,ashabiyyahnya, taltr
menerima keharusan itu.33

Keligo, fungsionalisasi pengalaman historis dengan tujul
mengutamakan ..keadaan bemegara,,_meskipun negara terscbtl
sangat jauh dari ideal Islam_atas ..keadaan tak berne-gara,, dengg
menunjukkan berbagai bahaya yang mengancam umat dan aganl
dalam situasi kekacauan dan pemberontakan terhadap ..imam,,, 

sepcfl
konflik antara 'Ali dan Mu'Awiyah serta perang Shiffin sebagai contd
yang memang bisa terjadi dalam konteks pemberontakan terhadq
"imam". Baiat Hasan ibn .Ali terhadap tMu,awiyah serta kerelaannyl
untuk menyerahkan kekuasaan kepada Mu,dwiiah drjadikan sebagj
dasar bagi signifikansi dan keniscayaan ..konr"n.uJ,, politik serll
keutamaannya dibanding oposisi, meski sang oposan datam pihul
yang benar sekalipun. Istilah ,,Ah/ o"_Sunroh- r,.ang kemudiru
dikaitkan dengan ',a.s-szn nah', (yakni Ahl as_Sunnai: wa 

'al_Jarna,ah;,

menurut al-Jnbiri, sebenarnya merujuk kepada peristiwa ini. Kesalahal

t,,,r.r lcoritikus "imdmuli'tli krlarrgarr nlcrcka atlalitlt balrw:t ittercka

,1,rrklt bcrubahnya kekhalilahan menjadi suatu "kerajaan ylng

,ll( lp,cklng" dan menganggap mundumya Hasan dan pembaiatannya

r, r lrrulap Mu'iwiyah yang kemudian diikuti oleh mayoritas sahabat

,l,rrr labi'un sebagai contoh rujukan bagi konsensus politik sehingga

,,,, rcka mcnyebut tahun itu sebagai "tahun persatuan'" {'am al-

t rtr tri'tth).Ironisnya, untuk mengurangi pahitnya keputusan yang salah

rt r r. nrereka justeru menjustifikasinya dengan hadits-hadits prediktil--

t,,,lrlis yang sangat diragukan dan kebanyakannya palsu, semisal:

l..ckhalifahan bagi umatku adalah tiga puluh tahun, kemudian disusui

,[ ngan kerajaan". Yang dimaksud dengan masa tiga puluh tahun

,r,l;rlah masa khulafaurrasyidun. Hadits iain menyebutkan:

'it sungguhnya kendali perintah ini pertama dipegang oleh kenabian

,l:rrr rahmat, lalu kekhalifahan, kemudian kerajaan yang mengekang,

,l;rrr akhimya oleh tiran yang otoriter, perusak umat". Teori poiitik

r,rrrg dibangun dengan hadits-hadits prediktif tersebut melegitimasi

.l;rlus quo (Dinasti Umayyah). Implikasi politisnya adalah pengesahan

1,rrnsip: "tidak mungkin yang datang kemudian lebih baik dari yang

t, rrlehulu" (la1,saJi at-imkdn ahtlo' min mti tltrr! ktin) 
\a

Tiga lungsionalisasi pengalaman historis di at:ts nrcnyebabkan

r,lrrsi agama dan negara tlalam teori politik Ahl as-Sttnnah wa al-

t;rmA'ah menjadi rumit dan kabur.ss Pengalaman historis inr juga,

rlrutama peristiwa pertemuan kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah

l|rni Sa'idah, dijadikan sebagai penopang teori mereka tentang

l,lrilafah. Mereka menjadikan peristiwa tersebut sebagai "dasar" bagi

',rratu analogi (qiyds). Dasat ini memiliki tiga r-rnsur. Pertama, upaya

rrrcmbatasi seluruh persoalan kepada masalah "siapa yang akan

r[cnggantikan Nabi", yakni kepada pemilihan seseorang yang akan

rrcnjadi pemimpin kaum muslimin. Akibatnya, negara sebagai sebuah

raal-Jdbiri, atl-Din, h. 28-30.

'slhid

3rMunawir 
Sjadzali , Isl.tm,h.64, 7g, dan 109.

t2Teksnya: ,,al-a'immah 
min qurais1.t,. Berdasarkan penelusuran ytsuf al.Qardhiiwi. hadits ini diri\ ayarkan oleh Almad d"ri A""; ;";l;i;;;tsiqah sebasatmana anyutulun oi"r,.ur-H;yr;^;;;i;;'Mqj;,'";:X,:?:;t,i;;i

Menurur at-Mundziri datam arTarqhib *; ",_i;;;;';";;inil .f,t,]iuu*. ,r,r"nu,ural-Haysami (5/193)juga, para perawinya adalah para perawi ash_shafti!. kecuullSukayn ibn 'Abd at-'Aziz. namun masih-rsi4or. M.'"*"i;;;;;;"t_q'ardhawi, hadirrtersebut harus dipahami denean rnemperlimbangkan tutarU"lufuif. sihrasi, dankondisi. serra rujuannya. vosuc or_qara[a*i;,. [;r7; i,;;';;:,"I)'Y o,_surnor on.Nabawilyah_ Ma'6rim wa Dawdb,7t, ted. M;ha;;;j 
"r_i"qi.,iii_ar"g: Karismu,1997), h. 138.

tsLihat ibid
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T
institusi tidak tlibicarakan. I,ublik tidak nrcrniliki hak kontrol trllpenguasa, karena dengan berdasar atas baiat saja, seseorang irkgbertanggung j awab langsung kepada Allah, brkur ;";;; mereka ylnlmembaiatnya. prinsipnya adalah ketaatan secara totalitas kcpldlkhalifah selama tidak melanggar hukum Islam (tti thd,atu ti makh!ilr1 |ma'shiat al-khdtiq).16 Kedua, kesatuan khahfah dalam artt balwr

Lhittg harus satu orang untuk seluruh daerah Islam.3? Ke;;khilafah harus berdasarkan ..pilihan,,, bukan ..teks,, (untd
mengcounter Syi'ah). Namun, "pemilihan', daram teori politik AIr {rSunnah wa al-Jamd'ah tidak melampaui penetapan bahwa Nabi titl{menentukan seseorang untuk menggantikannya. Sedangkan, metuf"pemilihan" khalifah merupakan masalah 

-yang 
ditJntukan ololpertimbangan kekuatan. 38

. Fiqh poritik (fiqh as-siydsah) yang berkembang kemudia6
sebenamya, menurut al_JAbiri, bercikal_balal d"ri ;;; persoal6
teologis tentang imdmah, di mana Ahl as_Sunnah melak.ukan counlatterhadap Syi'ah Zaydiyyah dan Rdfidhah. Xritit at-JaUiri aaatsi
karena pengalaman historis urnat Islam masa_masa awal diangkat 11tingkat 

_ 

"fenomena legal" yang sesungguhnya dimulai belakangu0
sejak al-Mdwardi. tsetul bahwa al_Mdwa.di b".r. unu melegitimui
pemerintahan di zamannya berdasarkan ..hukum_hukum 

kesulthanan,,

ll bk a m as -s u I t ht) n iyltah), sepeni pengadi lan. Namun, Iegi timasi irqtidak lebih dari sekadar penggambaran kenyataan yang ada donpemberian legitimasi berdasarkan fiqh.re Bahian, seJa; al_Ghaza[,
pemerintahan dilegitimasi atas dasar teori ..dominasi 

da- kekuatan,, a0

,olbid.,h. 
6G67.

,,Ibid-,h. 
67.

38lbid., 
h. 6i -68.

tot9id,, h. g3-g4. pada masa Dinasti Abbasiyyah melemah dantantangan dari kekhalifahan-kekhatifahan *11g ;;ilil";;:t,
119

Mcngualnya tcori 'ilorninasi tlan kckuatan" dalarrl lctxr polilik
r\lrl as-Sunnah wa al-Jamd'ah tampak jclas, bcrdasarkan risct Ann

t, S Lambton dalam Slate and Goverment in Medieval Islam, dalam

I ;rr ya-karya semisal Abt Ytrsuf, al-BdqillAni, al-Baghdddi, al-Juwayni,

rl ( ihazili, dan Fakhr ad-Din ar-Rizi yang menempatkan seluruh

,rtrrritas dan kekuasaan pada person imam sebagai pemimpin kaum

I,Lrirnan. dan tidak ada otoritas atau kekuatan yang dianggap sah,

l , t:uali jika dilaksanakan sebagai hasil delegasi darinya, bak langsung

,,,rrupun tidak.4l

l)- '(Moderasi": Dilema Teologis dan Politis

4h1 4s-gunnah wa al-Jami'ah sering diidenlikkan dengan

Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Al-Asy'ari sendiri menegaskan dirinya

r,cbagai pengikut Almad ibn Hanbal, tokoh Salafryyah yang

rlrsebutnya sebagai "Ahl al-Uaqq wa as-Sunnah" (golongan yang

l,cnar dan pendukung sunnah).42 Ibn Taymiyyah dalam karyanya, a1-

llinhdj dan al- MuwdJ'ctqah,al sering mcnycbut nama al-Asy'ari.
N.4cnurutnya, al-Asy'ari lebih dekat kepada pemikiran Ahmad ibn

rrrulai melakukan modifikasi-modihkasi ke arah teori ummah yar,g tmiversal. Ketika
kckuasaan Abbasiyyah tidak efektif lagi, al-Mdwardi justcru menegaskan

kcniscayaan kepemimpinan imam dan, dengan dcmikian, memulihkan legitimasi
kckhalifahan Abbasiyyah- Lihat Yamani, Antara al-Farabi dan Khomeini,h.99-100.

oo Al-! abiri, od-Din, h. 84.

atY amani, Antara al-Fqrqbi dan Khomeini, h. 99 -

a2M. Zurkani lahja, Teologi al-Ghazeli: Pendekatan Metodologi
(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996), h.4l-

or Judul lengkapnya Minhdj as-sunnat al-Mufoommtdily,ahJi Naqdh Koldm
rcy-Syi'ah wa al-Qadariyyah dan Muwifaqah Shan! al-Ma'qil li Shabib al-
Manqil.
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llanbal dibanding sahabat dan pongikut Ahntad ibn Ilrnbal scnrliri,{
meski sebagian mereka (Hanabilah) tidak mengakuinya sebug6l
pengikut Salafiyyah. Hal ini karena a[-Asy'ari dikatakan ingil
memposisikan kaldmnya sebagai sintesis dengan mengambil .Jalu1

tengah" (moderasi: tawassuth, tawaizun, i'tidd[) antara rasionalisrlt
Mu'tazilah dan tradisionalisme tekstual Salafiyyah. Menurut Ibrihirl
Madkffr, operasionalisasi metode sintesis tersebut harus dipahantl
bukan dalam skala matematis.as Oleh karena itu, sebagai seburh
tendensi berteologi,a6 moderasi al-Asy,ari tentu tidak binl
menghindarkan diri dari sejumlah inkonsistensi atau, bahkan,
paradoks.

Dalam persoalan kebebasan manusia, rnisalnya, teori tasb al.
Asy'ari yang dimaksudkan sebagai sintesis qactarilyah-jabariyyah
tetap menyisakan sejumlah antinomy dan kritik tajam. Ibn Rusyd
menganggap solusi al-Asy'ari tidak memiliki arti dan moderasi itu
tidak pemah terwujud, karena teori tasb berakhir pada simpulan
bahwa "manusia dipaksa dengan kosbnya ttt,.41 .Athif al-Irdql
menganggap kash sebagai tawaran solusi yang tidak jelas dan tidak
menyentuh substansi masalah sesungguhnya, terutarra batasan antara

- , 
*Muhu-mad Mufu ad-Din .Abd al-flamid, ..Muqa<tdimah", al-Asy,ari,

Maqdldt al-Isldmiyyin wa lkhtil1f al-|uusfutllin (Cairo: Maktabah an_Nahdhat al_
Mishriyyah, 1970), h- 3.

a5M. Zurkani Jahja, Teologi al-Ghazali, h.42. , ,

a6l-ihat Binyarnin Abrahamov, Islamic Teology, h. ix-x.

a7Harry Austryn Wolfson, tie philosophy of the Kalam (Cambridge:
Harvard University Press, 1976), h. 691. Ibn Rusyd mengatakan (terjcmah Wolfson):
"This view is meaningless, for. if both the acquisirion (at_iktis(jb) fihat is, the acr of
acquiring] and that which acquied (al-mukta.lar) are crcated by ilod, thcn rnan is
compclled in that acquisition of his" (pandangan ini tidak memrliki arti, karena jika
upaya (al-ikti*ib [yaitu tindakan bcrupaya] dan yang diupayakan (al_nuktu;ab)
diciptakan oleh Tuhan, berarti bahwa manusia dipaksa dengan upayanya itu).
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1,r'rlrttatttt Iultatt tlatt hlttttllr'll' Kchct atatt-lichct allttl tltctttlltsat pltrlrt

r,,,ri /t.,s/r mcmunculkan rovisi oleh al-Biqilllni clcngan lcori {iil yang

l,( rrudian dikuatkan oleh Fakhr al-Din al-Rizi dalam Muhushshul-

It e visi al-BAqillini temyata direvisi lagi oleh al-Juwa1'ni hingga

::;;;;";i;;'ari.aebengan demikian' Itu": :-,t" 
di luar

Asy'ariyyah, tapi luga peng;kut-pcngikrtt setla Asy'anyyah sendiri

rrrckrntarkan keberatan-keberatan mendasar' karena teori ftasb masih

,:,r;";"t, ke sikap t'atalisme (iabariyyah) Sikap .pasif 
tersebut

., irrr"t 
"o-*o"en;i dari sikap moderat yang 

.inkonsisten 
dan

l)crtentangan dengan semangat aktivisme yang selalu ditekankan al-

rlLrr'an ({s an-Nls6'/4: 75; ar-Ra'd/l3: 11) telah membelenggu umat

,ri^"-I a^r.- ..kesadaran praktis" tanpa mampu meiakukan kritik dan

rlrstansi (iarak) dengan kekuasaan Basyar' misalnya' dalam

'.r-rnof.gi 
al-Qur'an sebagai wujud (manusia) nsif 

fan 
pasif harus

,litransformasikan ke manusia aktif (instin) untuk keluar menembus

,,""i"." ,"*t. Semangat aktivisme al-Qur'an inilah yang hilang dalam

scj arah ketika fatalisme menjadi ideologi Vane iklt,memapankan

';L;;;*. sejak Mu'awiyah cli masa Dinasti Umavyah dengan slogan

' ,1udar" .5\t Di Maghrib' orang-orang awam mcngatak ^n: 
"Alldh

I ttnsllur mdn ashbah" (Allah mendukLtng oranq yang telah jadi)

.li"g"i p..rip yang mendasari tirani bahu;r ":rlplr-y:rng kuat harus

rlit:aatl" (man isytarltlat wath'atuh wajabut thi'urtth)'st Manusia dalam

;;;;;o'i Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah adalah manusia vang

ll,"rr"iof oleh determinasi-determinasi sekelilingnya ketika menatap

rcalitas politik yang ada' Apalagi jika fatalisme .temudian 
diberi

,";;;;; taqdis (sak'ralisasij kekuasaan yang masih menguat dalam

a8'Athif al-IrAqi, Tajdid Ji al-Maclzdhib al-Falsaflyah wa al-Kaldmigah

(Cairo: DAr al-Ma'6rit 1983)' h 30'

lelihat lebih lanjut dalam H A Wolfson 'The 
Philosophy'h 691-'711'

50,ql-Jabiri, od-D;r, h. 82.

t'Ibid.,h. 84.

t22



teori politik, semisal al-Ghazili. Dengan demikian, sikap
yang inkonsisten yang berujung pada fatalisme tidak hanya men

dilema teologis, tapi melebar menjadi dilema politis, karena cen

bersikap "akomodatif', "kompromistik", atau bahkan "
Hal ini karena elemen yang mendasari moderasi adalah

yakni kesediaan untuk mengadopsi sikap atau pemikiran
beragam. Kritik al-Ghazdli yang bersemangat, misalnya,

Syi'ah Ismd'iliyyah, kritiknya terhadap Ibn Sind, hingga
yang merangkul gnostisisme melalui konsep kasyf, mer,;'trut al-l
adalah dalam rangka pembelaannya terhadap Asy'ariyyah
ideology Dinasti Saljuk.52 Di Indonesia, Nahdhatul Ulama
sebagai contoh, yang sejak semula menggariskan pada Ahl as-S

wa al-Jamd'ah sebagai prinsip teologisnya, meski dalam beberapa

menunjukkan sikapnya yang kritis dan vokal terhadap

kebijakan pemerintah, memilih sikap akomodatif yang

menonjol, seperti dalam kasus penerimaan Pancasila sebagai

tunggal di kala ormas-ormas Islam lain sedang berhati-hati
sikap dan pemberian gelar waliy al-amr adh-dharftri bi
(pemegang pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh) k
rezim Demokrasi Terpimpin.5r Sikap "akomodatif' dalam

tanpa melihat realitas kebenaran dalam agama trdak lain dari I
ad-din f as-siydsah (menggunakan agama untuk kepentingan po

atau "politisasi agama".54

5zMu.liburrahman, "Mulammad ',Abid ut-labiri dan Proyek
Islam" furengantar penerjemah), dalam Muhammad 'Abid al-Iibiri, qd-Din,h.

"Badrun Alaena, NIJ: Krilisisme dan Pergeseran
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 66.

5aTentang "politisasi agama", lihat Ahmad Baso, "Problema
Politik: Perspektif 'Kritik Nalar Politik' Muhammad At'ed al-Jabiri,
AJkar, No. 4, 1999, h. 35-38, tentang "politisasi agama" dalam
penyerapan hukum Islam sebagai bagian produk perundang-undangan dengan
"politik akomodasi" yang sesrmgguhnya merupakar "mitos politik", lihat
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Islam
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I)i Kalimantan Sclatan sendiri, nalar politik Banjar rnasih
rhlrrngkung olch "kesadaran praktis", yaitu kesadaran (palsu) yang
rhl;rnrlasi oleh pertimbangan kepentingan-kepentingan prallis dan
,,t's;rat, sehingga sikap dan gerakan kritis yang menyuarakan dengan
l,rrtlng aspirasi rakyat kecil sering membentur tembok kekuasaan.
I lhh karena itu, hampir setiap kebijakan publik menggelinding tanpa
Irrtrk yang mengakar dari bawah, kecuali hanya justifikasi segelintir

'r;urg yang mengatasnamakan aspirasi selunrh rakyat. Statement ini
I'rr;r dirujuk kepada sejumlah kasus, semisal-untuk menyebutnya

"r'k;rtlar contolr -sikap "akornodatif' fase akhir pemerintahan
A lxlrrrrahman Wahid. Di saat berkembangnya wacana politik di tanah

'rr yang mengkritisi beberapa kebijakan politik kontroversial Gus Dur
,l,ur di saat legitimasi kekuasaan terancam, di Banjarmasin justeru kita
rlrkcjutkan oleh "pernyataan kesetiaan" kepada status quo di hadapan
grrs Dur sendiri- Kritisisme memang tidak selalu berarti negasi politik
rlrrlirm pengertian sikap penolakan yang d priori terhadap setiap
lcbijakan pemerintah. Akan tetapi, dengan pendidikan politik kepada
rrrirsyarakat sipil, setiap kebijakan pemerintah seharusnya diberikan
rr,rrrg untuk dikritik dari bawah sesuai dengan wacana yang
I'r'r kcmbang tanpa dimanipulasi.

6h1 m-grrnnah wa al-Jam6'ah memang menjadi aliran teologi
ylng dianut oleh mayoritas kaum muslmin Indonesia dalam formulasi
\'utusiyyah dan dalam sejarah Islam selama beberapa abad teologi ini
rrrr:rrjadi "teologi penguasa" yang berafiliasi lekat dengan kekuasaan.
lrlak hanya sikap "moderatnya" sehingga penyebarannya cepat
rru'luas, melahkan juga karena fattor politis. Sebagai ideologi
rrrrryoritas, ia memiliki potensi yang setiap saat bisa mendominasi
lr'krmpok minoritas, sehingga tindak ketidakadilan dan keberpihakan
lrrrkanlah sesuatu yang mustahil- Ini bisa tefadi tidak hanya pada
,rlrr:rn atau sekte, juga pada agama, tidak hanya pada negara, juga pada

Wrrlrid dan Rumadi, Fi4l Modzhab Negara: Kitik Atas polifik Hukum Islam di
t",h'rk'sia (Y oryakuta: ZKrJ. 2001).
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Lstansi dalanl skop lcbih kccil. Aganra atau aliran-alrnrrr yang ad;r rlt

rlatrrnya berpoten.ri unluk dijadikan olah pemeluknyu sdt.ry:tt

zmbenaran atau justifkasi bagi suatu iirani, kelaliman, th$

ttidakadilan, secara langsung atau tidak dan disadari atau tidak.

Solidaritas komunitas yang, menurut Fazlur Rahman, men;trlt

'ktor penentu terbentuknya sekte-sekte dalam Islam,)' memang tcllh
rcapai dalam sejarah, namlln pada saat yang sama berimplikasi parh

<epasifan moral" (jabariyyah moral). Fakta iniiah yang rnengantarkun

hl as-Sunnah wa al-JamA'ah pada "oportunisme politik", sesuittu

rng lebih jelek dari "akomodasi politik". Kritik Rahman terschul

artikulasikannya sebagai berikut:

"The truth is that a considerable part of extemal solidarity ol
the community was achieved at the expense of the inncl

density of the faith. No community can, of course, remaint

without the watchful guardians of its conscience, and Sunnl

Islam has never been without men of acute faith alrrl

conscience, who have risked arrd cven given their iives itt

protest against comprornises, but the lhct renains arrd

remains lundamentally ilnportaul in ihe historv, ,slarn tlrll
a combination of a dcliberately cultivated political docility aurl

a general moral passivity not only made political opporrunisrrl

possible but seemed to bestow upon it a doctrinal rectitude".5('

(Terjemah bebasnya: Benar bahwa bagian penting dari

solidaritas ekstemal masyarakat tclah tercapai dengan nihi
ketebalan irnan. Tentu saja, tidak ada masyarakat yang bise

bertahan tanpa keberadaan orang-orang yang berkorban atut

dasar kesadaran nuraninya, dan Islam Sunni tidak pernah sepi

dari urang-orang yang rncmiliki kcitiranan tlan kcsaclarart ltatt

nurani yang mendalam yang rela berkorban, bahkan

memberikan hidup mereka untuk menentang sikap kompromi.

Akan tetapi, fakta yang masih bisa kita lihat dan sangat penting

dalam sejarah Islam adalah bahwa kombinasi antara kepatuhan

plitis yang ditanamkan secara mendalam dengan kepasrJun

morol umum tidak hanya menjadikan oportunisme politik
mungkin terjadi, tapi juga tampak memberikan pembenaran

atas dasar itu suatu kesalehan doktrinal.)

Rahman juga mengritik bahwa dalih "moderasi", "mediasi",

,l,rrr "sintesis" yang menyertai munculnya Ahl as-Sunnah wa al-

l,rrrui'ah-dan seharusnya berjalan dalam proses tak henti (on-going

i,,,,r'essHalam teologi justeru dalam sikap politik memunculkan hal-

lr.rl yang kontraproduktif: otoritarian, rigid, intoleran, tidak sintesis,

lu rrolakan eksistensi orang lain, dan eksklusif Ia mengatakan:

"lndeed, one most striking fact-a lact which no Muslim

caring for a genuine reconstruction of Muslirn society with a

progressive content can ever aflbrd to ignore - about the

religious history of lslam is that lslum hus aiwuvs heen

subjected to exlremism, not only politit:al bul lheologit:al and

moral as well. Ttre Ahl as-Sunnah wa'l-Jumd'rth whose very

genesis had been on an assumed plea of moderation, mediation

and synthesis which is an on-going process-and who,

indeed, actually functioned as such a force in the early stages,

themselves became, after the content of their system had fully
developed, authoritarian, rigid and intolerant. Instead of
continuing to be a synthesizing and absorbing force they

became transformed into a party-among-parties with all its
rejecting and exclusivist attitudes".57

55Fazlur Rahman, 1s lam,h- 243.

56Fazlur Rahman, 1s lamic Methotlology, h.9O.

12s

ii

tT tb;d.,h. go-gt.

126



1
(Terjemah bcbasnya: Suatu i-akta yang paling mcnyolok rll I

mana tidak ada seorang muslim pun yang ingin molakukq
perombakan masyarakat muslim dengan suatu kandungul
ajaran yang progresif dapat mengabaikannya-tentang sejarub
Islam adalah bahwa Islam selalu menjadi korban ekstremisnrc,
tidak hanya secara politis, tapi juga secara teologis dan morll,
All as-Sunnah wa al-Jamii'ah
sejak awal kemunculannya dianggap mendasarkan diri alu
suatu dalih moderasi, mediasi, dan sintesis yang merupakrul
suatu proses berkelanjutan dan yang sesungguhnyl
memerankan diri sebagai kekuatan seperti itu pada awnl
perkembangannya, setelah kandungan sistematis ajaran merckg
secara penuh dikembangkan, mereka justeru menjudl
otoritarian, rigid, dan intoleran. Alih-alih menjadi suatu
kekuatan yang berupaya melakukan sintesis dan penyerapanl
mereka malah menjadi golongan di antara golongan-golongun
lain dengan segala sikap penolakan dan eksklusif mereka.)

Dengan demikian, sikap "moderasi" Ahl as-sunnah wa al.
Iami'ah yang inlonsisten dan seharusnya direvisi tidak hanyl
renyisakan dilema teologis, tapi juga dilema politis,

D. Catatan Penutup

Kritik atas nalar politik Ahl as-Sunnah wa al-Jam6'ah
rebagaimana dikemukakan sebenamya kritik atas warisan intelektual
Casik (al-turdts al-qadim). Islam teologis memang memuat
landungan ajaran politik, karena polarisasi sekte-sekte Islam dari akaf
rejarah mentang semula dipicu oleh perpecahan politis Oleh karenu
fu, Islam mengenai ajaran politik_ Namun, berbeda dengan penuturan
Ll-Qur'an tentang politik yang sarat dengan nilai-nilai, Islam historis
raik dalam teologi dan fiqh begitu banyak diberikan muatan oleh

I(l)cntingan dan kcccnclcrurrgan eksklusivismo aliran. ltttlah yang,

,rrrllra lain, tcrjadi pada Ahl as-Sunnah wa al-Jami'ah dcngan dasar

tcrr logis sebagai pendasaran politik.

Dengan asumsi bahwa politik Islam tidak memberikan peluang

lr.rgi pandangan dan sikap yang mengabaikan nilai-nilai Islam, kritik

r,rrrg dikemukakan di sini adalah dalam rangka kontrol etika dan nilai

l,rlllrn atas politik. Hal itu karena Islam tidak menginginkan suatu

t"rlitik bebas nilai dan kotor yang mengizinkan suatu petualangan

lrolitik tanpa kendali nilai.s8

Namun, seperti yang diinginkan oleh beberapa pemikir Islam

Lontemporer, kritik tersebut tidak berhenti pada level kritik, karena

rlcrrgan begitu tidak akan banyak artinya, melainkan kritik dijadikan
..chagai titik-tolak untuk mengadakan revisi, selanjutnya digunakan

rrrrtuk merekayasa masa depan politik Islam yang "sehat": menuju

k cbangkitan (n ahdh ah).

58Mengapa politik dikitik? Politik bukanlah aktivitas yang bisa dilakukan
,|.:ngan jatan apa saja, tanpa ikatan nilai. Islam tidak mengizinkan politik kotor dan

rrrcmbiarkan sejumlah penyimpangan ayat-ayat al-Qur'an, sunnah, kesepakatan

ullma, atau dasar agama lain untuk kepentingan politik dan tujuan apa pun, jadi
rrrcnrbiarkan agama "dikebiri" oleh kepentingan polillk, tawzhif ad-din Ji as-si6sah.
\.rya kira benar pandangan al-Jdbiri dengan, "Kritik Nalar Politik Arab". Untuk
rrclakukan kebangkitan sejumlah anomali dalam bangun kqldm dzn politik Islam
I hsik harus dibongkar dan dibangun atas dasar, atau dikembalikan kepada, nilai-
rrrlai yang selalu didengungkan oleh al-Qur'an, seperti keadilan.
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